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  ABSTRAK  - bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintahan 
desa dilaksanakan berdasarkan prinsip  selektif, ketersediaan anggaran dan 
kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintahan desa, efisien, akuntabilitas, 
dan kepatutan; bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan perjalanan dinas, 
Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan  terhadap 
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintahan desa; 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28  Peraturan  Bupati Nomor 85 Tahun 2022 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 
tentang  Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa, agar tertib 
pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan desa, pemerintah 
daerah bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan; 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)   sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);  Peraturan Pemerintah Nomor 12 



Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322);  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2025 Nomor 105); Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 

dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 907); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); Peraturan  Bupati Nomor 85 Tahun 2022 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 

2025 Nomor 2); 
 

  - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai Beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 
2022 tentang Perjalana Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2), diubah  
 

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,                                                   
28 November 2025. 
 

 
 


